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Abstrak: Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan besar
pada sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum
pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagian-bagian undang-undang yang mengatur tanggung
jawab pidana korporasi dan mengeksplorasi peluang serta tantangan yang dihadapi bisnis dalam
menciptakan lingkungan bisnis yang etis setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan undang-undang dan
konsep hukum. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menawarkan
kerangka hukum yang lebih jelas dan rinci untuk mempertanggungjawabkan korporasi. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa keberhasilan penggunaan tanggung jawab pidana korporasi untuk mendorong
perilaku etis sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, petunjuk yang jelas dalam
menerapkannya, serta kerja sama yang baik antara pemerintah dan pemimpin bisnis. Oleh karena itu,
kebijakan di masa depan harus mencakup pembuatan pedoman rinci mengenai tanggung jawab pidana
korporasi dan peningkatan kapasitas lembaga untuk memastikan tercapainya tujuan hukum pidana yang
adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pemidanaan Korporasi; Etika Bisnis; Undang-Undang

Pendahuluan

Pada beberapa tahun terakhir, perkembangan aktivitas korporasi di Indonesia semakin
kompleks dan diiringi dengan banyaknya temuan pelanggaran hukum serta etika. Berbagai kasus
seperti pencemaran lingkungan, manipulasi laporan keuangan, gratifikasi, praktik kartel, dan
pelanggaran hak konsumen menunjukkan masih lemahnya budaya etika bisnis dan sistem
pertanggungjawaban korporasi. Kondisi ini menjadi semakin relevan dalam konteks modern, di
mana korporasi memiliki struktur organisasi yang kompleks dan kekuatan ekonomi yang besar,
sehingga dampak dari tindakan korporasi tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga meluas
kepada masyarakat dan negara (Sambas, 2025). Realitas tersebut menggambarkan bahwa
orientasi pada pencapaian profit sering kali mengorbankan nilai moral dan kepatuhan hukum
yang pada akhirnya menggeser fungsi hukum normatif dari tujuan idealnya sebagai sarana
pengaturan kehidupan bermasyarakat menjadi alat yang disesuaikan dengan kepentingan
tertentu demi mempermudah pencapaian tujuan korporasi.

Pada kajian sebelumnya, menurut Nanda dan Shenti pada penelitiannya yang berjudul
“Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam RUU KUHP: Analisis Normatif Dan Kesiapan Praktis
Aparat Penegak Hukum” menunjukkan bahwa korporasi punya peran penting dalam mendorong
pembangunan ekonomi, sekaligus berpotensi menjadi pelaku pelanggaran hukum yang
menimbulkan dampak luas. Ketentuan baru mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi
seharusnya mampu menghadirkan perubahan besar, karena mengatur secara lebih jelas tanggung
jawab pidana pengurus, pegawai, maupun entitas usahanya (Melani & Agustini, 2021). Regulasi
tersebut memberikan arah bagi perusahaan agar menjalankan kegiatan operasional sesuai
prinsip keadilan, transparansi serta standar etika bisnis yang seharusnya.

Menurut undang-undang, khususnya Pasal 45 hingga 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023, terdapat pendekatan baru dalam sistem hukuman di hukum pidana Indonesia. Pendekatan
baru ini tidak hanya berfokus pada hukuman atas perbuatan seseorang, tetapi juga memastikan
keadilan terwujud, memperlakukan orang dengan kemanusiaan, dan memberikan manfaat bagi
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masyarakat. Aturan-aturan ini menetapkan tujuan hukuman, cara penetapan hukuman serta hal-
hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan vonis.

Sistem hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru bertujuan
untuk mencegah kejahatan, membantu orang yang telah melakukan kejahatan dengan
membimbing mereka, mengatasi masalah yang timbul akibat kejahatan serta mengembalikan
keadilan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sistem ini juga menegaskan bahwa hukuman tidak
boleh membuat orang merasa kurang berharga, sehingga penghormatan terhadap hak asasi
manusia sangat penting dalam penerapan hukum pidana. Aturan ini juga memberikan panduan
kepada hakim tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat menentukan hukuman. Mereka
harus mempertimbangkan seberapa besar kesalahan seseorang, alasan mereka melakukan
kejahatan, pola pikir mereka, situasi pribadi mereka serta dampak kejahatan terhadap korban dan
masyarakat. Hakim didorong untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan situasi dan adil.

Sebagaimana menurut Pasal 45-50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan
bahwa hukum pidana Indonesia bergerak menuju pendekatan yang lebih peduli, restoratif, dan
adil. Aturan-aturan ini bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya
ketat, tetapi juga membantu orang berubah dan menjaga stabilitas masyarakat dalam jangka
panjang (Indonesia, 2023). Perubahan ini memunculkan dua perspektif, yaitu: Pertama, baru
dipandang sebagai ancaman bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan budaya etis karena risiko
pidana meningkat. Kedua, KUHP dapat menjadi peluang bagi perusahaan yang berkomitmen
terhadap praktik bisnis beretika, karena penegakkan hukum yang lebih jelas menciptakan iklim
usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, lahirnya regulasi baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
membuka “era baru” dalam pemidanaan korporasi, namun sekaligus menghadirkan pertanyaan
kritis mengenai implikasinya: apakah rezim hukum ini lebih berpotensi menjadi ancaman bagi
korporasi, terutama terkait peningkatan beban hukum dan risiko pertanggungjawaban pidana
atau justru menjadi peluang bagi korporasi yang menerapkan praktik bisnis beretika untuk
menunjukkan komitmen terhadap transparansi, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial.
Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi posisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 dalam lanskap hukum pidana korporasi di Indonesia, guna menilai sejauh mana penerapan
pemidanaan korporasi dalam KUHP yang baru memberikan dampak terhadap penguatan etika
bisnis serta praktik tata kelola korporasi di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada beberapa aspek utama yang berkaitan
dengan praktik hukum dan etika bisnis di indonesia. Pertama, penelitian ini mengkaji berbagai
jenis pelanggaran hukum dan etika bisnis yang umum terjadi dalam dunia usaha indonesia pada
masa sekarang, seperti praktik korupsi, penyuapan, manipulasi laporan keuangan, pelanggaran
hak konsumen serta pelanggaran ketenagakerajaan dan lingkungan hidup. Kedua, penelitian ini
menganalisis ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait bentuk
pertanggungjawaban, subjek hukum korporasi serta sanksi pidana yang dapat dikenakan
terhadap badan usaha. Ketiga, penelitian ini membahas peluang dan tantangan yang dihadapi oleh
pelaku usaha dalam membangun dan menerapkan budaya bisnis yang beretika setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, termasuk kesiapan regulasi internal
perusahaan, kesadaran hukum pelaku usaha serta dampaknya terhadap iklim usaha dan
kepastian hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai bentuk pelanggaran
etika bisnis dan hukum yang terjadi di Indonesia dalam praktik dunia usaha saat ini. Selain itu,
penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif pengaturan mengenai
pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang KUHP, termasuk prinsip, subjek hukum, dan sanksi yang diberlakukan
terhadap korporasi. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang
dan tantangan yang dihadapi dunia usaha dalam menciptakan serta menerapkan budaya bisnis
yang etis dan berkelanjutan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, guna
mendukung terciptanya praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkeadilan.
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Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang
bertumpu pada sumber data sekunder. Pendekatan yuridis normatif memandang hukum sebagai
norma yang berlaku dalam masyarakat dan menempatkan penelitian ini sebagai penelitian
preskriptif yang bertujuan mengkaji serta merumuskan prinsip-prinsip hukum yang transparan,
adil, dan beretika sebagai dasar analisis. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan
pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta peraturan pelaksana di
bawahnya sebagai landasan utama dalam penyusunan dan pengembangan analisis hukum. Bahan
hukum yang digunakan meliputi KUHP, buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 45-50, sesuai dengan tujuan penelitian untuk
memecahkan permasalahan hukum melalui pemberian preskripsi mengenai apa yang seharusnya
dilakukan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research)
dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Hasil
kajian kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban
atas permasalahan penelitian. Secara metodologis, penelitian ini juga menggunakan metode
deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif (Novianti, 2024), di mana sumber data
diperoleh dari literatur otoritatif seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan
dokumen hukum (Novianti, 2023). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif guna
menghasilkan temuan yang sistematis, faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian
(Novianti, 2020).

Hasil dan Pembahasan
Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Korporasi sebagaimana dimaksud pada RKUHP versi september 2019 meliputi badan hukum
yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau badan lain yang dipersamakan dengan itu serta perkumpulan baik yang
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk badan usaha berbentuk firma,
persekutuan komanditer, maupun bentuk usaha lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Hukumonline.com, 2019).

Korporasi adalah hasil dari transformasi sosial yang turut memodifikasi sudut pandang
pertanggungjawaban pidana. Munculnya kejahatan pada konteks korporasi hadir pada kategori
kejahatan kerah putih (white collar crime), apabila dipandang dari modus pelaku saat
melaksanakan perbuatan itu dengan menggunakan keahliannya maka pelaku kejahatan itu
mampu bersembunyi di belakang nama korporasi. Terjadinya perbuatan korporasi yang
melenceng memiliki tujuan untuk motif ekonomi dan memberikan dampak untuk masyarakat
luas contohnya yaitu dalam kejahatan kerusakan lingkungan (Dwi Kurniawan & Indri Hapsari,
2022).

Sebagaimana data pada awal tahun 2023, sistem hukum pidana di Indonesia belum secara
tegas mengenal korporasi sebagai subjek pidana, karena subjek utama pertanggungjawaban
pidana pada dasarnya hanya ditujukan kepada individu. Akibatnya, dalam berbagai kejahatan
seperti korupsi, fraud, penipuan, kerusakan lingkungan, dan kejahatan korporasi lainnya,
pertanggungjawaban pidana sebelumnya lebih difokuskan pada orang per orang (natural person),
padahal tindak pidana tersebut sering kali dilakukan dalam kerangka dan kepentingan
perusahaan. Perkembangan tersebut kemudian berubah dengan diakuinya korporasi sebagai
subjek hukum pidana, sehingga tidak hanya individu, tetapi juga perusahaan dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana (Abidin et al., 2018). Keputusan ini membuka jalan bagi penegakan
hukum yang lebih luas dan efektif terhadap korporasi, khususnya korporasi besar, apabila
terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Pelanggaran Hukum dan Etika Bisnis dalam Praktik Dunia Usaha di Indonesia

Pada beberapa tahun terakhir, dunia usaha di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai
bentuk pelanggaran hukum dan etika bisnis yang bersifat sistemik dan berdampak luas. Dunia
bisnis di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan selama dua puluh tahun terakhir,
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membuat aktivitas korporasi menjadi lebih kompleks. Kompleksitas yang meningkat ini terkait
dengan peningkatan pelanggaran hukum dan etika dalam bisnis. Pelanggaran-pelanggaran ini
tidak lagi sekadar kejahatan sederhana, kini mereka lebih terorganisir dan meluas,
mempengaruhi banyak orang dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan hukum pidana
dan etika bisnis, masalah yang paling umum adalah korupsi, kejahatan keuangan, kerusakan
lingkungan, kondisi kerja yang tidak aman, dan perlakuan tidak adil terhadap konsumen dan
pesaing ekonomi, lingkungan, atau Hak Asasi Manusia (Rahayu, 2023).

Terdapat kasus-kasus besar, seperti skandal keuangan dan korupsi di sektor asuransi dan
investasi pemerintah, yang menunjukkan bagaimana perusahaan dapat digunakan untuk
melakukan kejahatan, menyebabkan kerusakan ekonomi yang besar dan berkepanjangan.
Kejahatan-kejahatan ini biasanya tidak dilakukan oleh satu orang saja, mereka berasal dari
kebijakan internal yang buruk, sistem pengawasan yang lemah, kurangnya transparansi, ingin
mendapat keuntungan pribadi, penegakan hukum yang kurang tegas dan budaya perusahaan
yang memungkinkan perilaku tidak etis (Shodig, 2025). Hal ini mendukung temuan studi
internasional bahwa kejahatan korporasi sering kali menunjuk pada masalah dalam cara
perusahaan dikelola dan dalam budaya organisasi, bukan hanya kesalahan pribadi.

Selain melanggar hukum, perusahaan di Indonesia juga menghadapi masalah etika yang lebih
besar. Banyak perusahaan hanya mengikuti aturan untuk memenuhi persyaratan hukum tanpa
benar-benar meyakini nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Masalah seperti
konflik kepentingan, mengabaikan kewajiban sosial dan lingkungan serta terlalu fokus pada
keuntungan cepat masih umum terjadi. Hal ini menunjukkan perbedaan antara sekadar mengikuti
hukum dan benar-benar menerapkan etika yang baik. Contohnya, aktivitas korporasi yang
menyebabkan kerusakan lingkungan sudah mengakibatkan dampak yang signifikan untuk
aktivitas manusia dan keseimbangan alam (Ilham, 2025). Karena itu, situasi nyata pelanggaran
hukum dan etika di Indonesia sangat mendukung kebutuhan akan perubahan dalam hukum
pidana yang secara jelas menjadikan perusahaan bertanggung jawab atas kejahatan. Reformasi
ini penting bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang bertujuan menangani jenis-jenis
kejahatan korporasi baru yang ada saat ini.

Pertanggungjawaban Hukum Korporasi atas Tindak Pidana di Indonesia dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023

Sebagaimana telah diketahui, KUHP pada awalnya hanya mengetahui individu sebagai subjek
hukum. Korporasi yang tidak termasuk individu maka tidak dapat dikenakan
pertanggungjawaban berdasarkan KUHP. Maka dari itu, diperlukan peraturan khusus yang dapat
mengatur perihal kejahatan korporasi. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang KUHP membawa perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Undang-undang baru ini secara jelas menyatakan bahwa perusahaan dapat diperlakukan sebagai
badan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawabannya atas kejahatan yang terjadi dalam
rangka kegiatan usahanya. Keputusan ini mengakhiri perdebatan panjang mengenai apakah
perusahaan dapat dituntut atas kejahatan, yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dan
ditangani secara berbeda di berbagai wilayah (Ismaidar et al., 2025).

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh manajer, pemilik, atau pihak lain yang bertindak
untuk dan atas nama korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan hukum
lainnya, sepanjang perbuatan tersebut memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi.
Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan apabila tindak pidana tersebut
merupakan akibat dari kebijakan, perintah, atau kelalaian korporasi yang memungkinkan
terjadinya perbuatan melawan hukum (Jurais M. Saleh, 2025).

Pada saat ini peraturan mengenai pertanggungjawaban korporasi terdapat pada draft
rancangan KUHP. Pada KUHP lama, peraturan mengenai “corporate criminal liability” terdapat
pada Pasal 47 sampai pasal 53 KUHP. Adapun peraturan pada RKUHP mengatur sebagai berikut:
Pasal 47 yang berbunyi “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”, Pasal 48 “Tindak pidana
dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama
korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar
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hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri sendiri atau bersama-sama.”,
Pasal 49 “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”, Pasal 50 “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan
secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi,
jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam
anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi dibatasi yang bersangkutan.”,
Pasal 51 ”"Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus
mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.”, Pasal 52 “Dalam
mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain
telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap
suatu korporasi. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam
putusan hakim.”, Pasal 53 “alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh
pembuat yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi
sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan pembuatan yang didakwakan kepada
korporasi.” (Melani & Agustini, 2021).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, menandai titik balik normatif untuk
pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di indonesia. Pada KUHP baru, korporasi
secara jelas dianggap sebagai subjek tindak pidana, contohnya aturan pasal-pasal mengenai
subjek dan bentuk pertanggungjawaban korporasi serta disiapkan kerangka sanksi pidana.
Pidana bagi korporasi terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan; Pertama, pidana pokok
adalah pidana denda. Pidana denda untuk korporasi dikenai setidaknya kategori IV, kecuali
ditetapkan lain oleh undang-undang. Pidana denda ini wajib dibayar dalam rentan waktu tertentu
sesuai putusan pengadilan, jika tidak dibayar dalam rentan waktu yang sudah ditentukan maka
kekayaan atau pendapatan korporasi akan disita atau dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana
denda yang tidak dibayar. Kedua, pidana tambahan yang mencakup sanksi administrasi atau
korporatif contohnya pembayaran ganti rugi, pemblokiran aktivitas, penghapusan izin usaha
likuidasi atau sanksi tambahan yang lebih relevan untuk entitas bisnis besar (Indonesia, 2023).
Pembaruan ini menanggapi desakan lokal dan internasional untuk membenahi akuntabilitas
korporasi berdasarkan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian publik besar.

Secara teoritis, literatur internasional mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi
mengkaji berbagai model atribusi tanggung jawab yang relevan untuk memahami bagaimana
KUHP baru sebaiknya ditafsirkan dan diterapkan melalui analisis komparatif dan tinjauan
konseptual, terlihat bahwa negara-negara yang berhasil menerapkan akuntabilitas korporasi
umumnya mengintegrasikan unsur-unsur dari berbagai model tersebut agar hukum mampu
secara efektif merespons kompleksitas struktur dan operasional organisasi modern. Namun,
Studi empiris dan tinjauan kebijakan memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara norma
hukum yang dikelompokan dan kemampuan penegakan untuk menciptakan efek pencegahan
yang nyata. Tinjauan komparatif dan analisis empiris menunjukan bahwa meskipun struktur
hukum diperjelas, kasus-kasus penuntutan korporasi yang berakhir hukuman berat tetap langka
karena masih banyak perusahaan dibebani denda atau settle dengan prosedur non-pidana maka
efek jera suboptimal.

Pada konteks Indonesia, literatur lokal yang mulai timbul pasca pengesahan undang-undang
menampilkan dua arus analisis, yaitu: (1) pembacaannya sebagai peluang memperkuat etika
bisnis karena ancaman pidana meningkatkan insentif bagi perusahaan untuk memasang program
kepatuhan (compliance programs), memperkuat tata kelola, dan memasukan penilaian risiko
hukum ke dalam strategi ESG. dan (2) kekhawatiran bahwa ketidakjelasan formulasi pasal, bukti
problematik, contohnya pembuktian ‘niat’ atau ‘kesalahan’ korporasi serta kapasitas penegak
yang terbatas akan mengubah norma menjadi ancaman yang tidak proporsional bagi pelaku
bisnis, khususnya UMKM dan perusahaan yang belum memiliki kemampuan kepatuhan memadai.

Pemidanaan Korporasi sebagai Ancaman dan Peluang bagi Budaya Bisnis Beretika

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki dampak positif dan negatif bagi
dunia usaha. Dari sisi negatif, undang-undang ini membawa risiko hukum yang lebih besar,
terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki sistem kepatuhan dan tata kelola yang kuat. Aturan
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dalam undang-undang ini tidak selalu jelas dan jika polisi atau pemerintah menerapkan undang-
undang ini secara tidak konsisten, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan
tentang masa depan mereka dan mempersulit perusahaan kecil dan menengah untuk beroperasi
dengan lancar. Undang-undang ini berisiko mendorong kepatuhan yang bersifat formalitas
semata tanpa perubahan nyata dalam praktik bisnis. Namun, di sisi lain, ancaman sanksi hukum
yang tegas dapat memacu perusahaan untuk mengintegrasikan etika dan kepatuhan ke dalam
strategi bisnis melalui penguatan program kepatuhan, kontrol internal, dan integritas dalam
pengambilan keputusan.

Selain itu, pengenaan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi berpotensi mendorong
penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik serta kepatuhan terhadap standar lingkungan,
sosial, dan tata kelola (ESG) (Hidayat & Gaol, 2025). Dengan demikian, keberadaan undang-
undang ini tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan atas pelanggaran hukum, melainkan
juga berfungsi sebagai instrumen normatif yang membimbing korporasi untuk menjalankan
kegiatan usahanya secara etis dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Efektivitas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam mendorong perilaku bisnis yang baik bergantung
pada seberapa jelas undang-undang tersebut, seberapa adil hukuman yang diberikan, dan
seberapa besar dukungan dari kebijakan non-kriminal. Jika polisi tidak terlatih dengan baik dan
tidak ada aturan yang jelas, membuat perusahaan menghadapi konsekuensi hukum dapat
berbalik merugikan. Namun, jika undang-undang diterapkan secara adil dan ada insentif bagi
perusahaan yang mematuhi aturan, hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang
lebih jujur dan berkelanjutan. Berdasarkan informasi yang diberikan, aturan mengenai tanggung
jawab pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan alat hukum
yang memiliki potensi besar untuk mendorong perusahaan menuju perilaku yang lebih etis.
Namun, seberapa efektif aturan ini bergantung pada cara implementasinya. Jika aturan ini
diterapkan bersama dengan kebijakan lain yang mendukung pencegahan dan perbaikan di dalam
perusahaan, aturan ini dapat menjadi kekuatan positif. Namun, jika diterapkan secara ketat atau
keras tanpa pedoman yang jelas dan pelatihan yang memadai bagi baik pelaku usaha maupun
pejabat, aturan-aturan ini justru dapat menjadi masalah (Arrofii & Muhammad, 2025).

Simpulan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan besar
dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam hal pertanggungjawaban perusahaan
atas kejahatan. Undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa perusahaan dapat
diperlakukan seperti individu dalam hal hukum pidana. Undang-undang ini juga memudahkan
pemerintah untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas kejahatan yang merugikan
masyarakat. Dibandingkan dengan sistem lama, di mana aturan-aturan ini tersebar di berbagai
undang-undang, KUHP yang baru lebih lengkap. Undang-undang ini memungkinkan perusahaan
untuk dituntut sebagai entitas hukum serta memungkinkan penuntutan terhadap manajer
perusahaan yang memiliki peran penting dan mengambil keputusan kunci. Hal ini berarti
tanggung jawab pidana tidak lagi hanya berlaku untuk individu, tetapi juga dapat diterapkan pada
perusahaan secara keseluruhan dan strukturnya. Namun, masih ada tantangan dalam
membuktikan bahwa perusahaan bersalah, menentukan siapa yang harus bertanggung jawab,
dan memastikan bahwa hukuman pidana adil dan tidak bertentangan dengan tindakan hukum
lain seperti administratif atau perdata. Oleh karena itu, era baru kriminalisasi korporasi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak seharusnya dilihat sebagai hal yang
buruk atau baik semata. Seberapa baik aturan ini bekerja dalam mendorong bisnis bertindak etis
sangat bergantung pada bagaimana aturan tersebut diterapkan, seberapa konsisten
penegakannya dan seberapa baik pelaku bisnis dan pejabat pemerintah bekerja sama untuk
menghubungkan hukum pidana dengan pembentukan budaya etika yang kuat di perusahaan. Jika
tidak ada kebijakan pendukung yang baik, tanggung jawab pidana korporasi mungkin hanya
menjadi alat simbolis atau bahkan berbalik merugikan. Namun, jika dirancang dan diterapkan
dengan baik, hal ini dapat benar-benar membantu mendorong etika bisnis yang lebih baik di
Indonesia.
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